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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  39  TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA  

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  

TAHUN ANGGARAN 2022    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran D angka 1 

huruf o  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4353); 
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 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 
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 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

 11. 

 
 

 
 

 

12. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

    Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA  

SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI 

BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Provinsi Banten.  

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.  

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.  
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah.  

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan  

pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.  

8. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya 

dengan pedoman yang ditetapkan.  

9. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 

spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.  

10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau 

dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.  

11. Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, 

bahan, dan lainnya diluar keuntungan dan pajak.  

12. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi 

bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang 

spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.  

13. Barang Pakai Habis adalah barang yang tidak tercatat sebagai modal 

dan/atau aset. 

14. Barang Inventaris adalah barang yang tercatat sebagai modal 

dan/atau aset.  

15. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas, dan manfaat lainnya.  

16. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dan 

pemberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa 

yang telah dilakukan. 

17. Tenaga Ahli adalah orang yang memliki keahlian/spesialisasi dalam 

bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli.  

18. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dipasaran akibat 

penurunan nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata uang 

yang beredar.  
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19. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

barang dan jasa dalam negeri seperti barang-barang hasil industri, 

barang impor dan jasa dan merupakan barang yang dihasilkan melalui 

proses pengolahan.  

20. Keuntungan maksimal adalah keuntungan penyedia jasa yang 

diperbolehkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

21. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran 

umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data 

yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.  

22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah.  

23. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan 

harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa 

Pemerintah.  

24. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 

katalog elektronik. 

25. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP 

adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan 

peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan 

tertentu. 

26. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga 

komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu.  

27. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 

pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran 

pekerjaan tertentu.  

28. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja adalah besarnya biaya yang 

dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, 

untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.  
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29. Harga Satuan Dasar Alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 

pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak 

pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk 

memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.  

30. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya 

yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, 

yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan 

biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan) 

sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

31. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional 

dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan 

untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, 

pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan 

promosi, dan lain sebagainya.  

 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menilai 

kewajaran bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. 

(2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2022 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa 

sesuai kualitas jenis barang/jasa bagi perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:  

a. barang-barang persediaan; 

b. aset tetap dan modal; 

c. aset lainnya tidak berwujud; dan 

d. beban barang dan jasa. 
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(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

BAB III 

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS  

Pasal 4 

(1) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

diperoleh dari data terpilih sebagai satuan harga tertinggi. 

(2) Perhitungan standardisasi satuan harga barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan 

memperhitungkan: 

a. inflasi; 

b. PPn dan PPh untuk barang dan jasa yang dikenakan beban; dan  

c. Keuntungan sesuai ketentuan yang berlaku.  

(3) Perhitungan standarisasi satuan harga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja 

dan anggaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. 

 

Pasal 6 

Jenis dan Harga barang/jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah tetapi 

tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, harus mengacu pada 

standar E-Katalog dan/atau standar yang dikeluarkan oleh instansi 

dan/atau lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya yang berkompeten 

dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
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Pasal 7 

Dalam hal jenis barang dan jasa belum tercantum dan tidak sesuai 

dengan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutak dengan melampirkan hasil 

survei/standar E-Katalog dan/atau standar yang dikeluarkan oleh 

Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah, dan Lembaga lainnya yang 

berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

Ditetapkan di Serang 

 pada tanggal 20 September 2021          

GUBERNUR BANTEN, 

ttd. 

WAHIDIN HALIM 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 20 September 2021 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

ttd. 

MUHTAROM 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 39 

Salinan sesuai dengan aslinya 

P Salinan sesuai dengan aslinya 
       Plt. Kepala Biro Hukum, 
 

 

 

 

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si. 
        Pembina Utama Madya 
   NIP. 19671228 199312 1 001lt. 
KEPALA BIRO HUKUM 
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s. E. A. DENI HERMAWAN., M.Si 

Pembina Utama Madya 

        NIP.196712281993121001 esi  

dengan aslinya 

       KEPALA BIRO MINTONO, SH.M.Si 

             Pembina Tk I 

 

 

NIP. 19680805 199kan di NOTA DINAS 

 

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Banten 

Melalui : Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten 

Dari  : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten 

Nomor :  

Tanggal :  

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur 

 

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian 

dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten Nomor 188/891-Ekbang/2021 tanggal 31 Agustus 

2021 perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, bersama 

ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022,  mohon 

dapat ditandatangani. 

Demikian, mohon menjadi periksa. 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

 
 

 
Dr. H. MUHTAROM, M.M., Ak, CA 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19630324 198402 1 001 

 
 

D:\MBA TUTI/2021/BIRO/EKBANG/PERGUB SHBJ TA 2022 
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NOTA DINAS 
 
Kepada : Yth. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten 

Dari  : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten 

Nomor : 188.44/           -Birhuk/2021 

Tanggal :  

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Paraf Koordinasi Rancangan Peraturan Gubernur 

 

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian 

dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten Nomor 188/891-Ekbang/2021 tanggal 31 Agustus 

2021 perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, bersama 

ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, mohon 

dapat diparaf. 

Demikian, mohon menjadi periksa. 

 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 
 

 
Drs. E. A. DENI HERMAWAN., M. Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19671228 199312 1 001 
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NOTA DINAS 

 
Kepada : Yth. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten 

Dari  : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten 

Nomor : 188.44/           -Birhuk/2021 

Tanggal :  

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Paraf Koordinasi Rancangan Peraturan Gubernur 
 

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian 

dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten Nomor 188/891-Ekbang/2021 tanggal 31 Agustus 

2021 perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, bersama 

ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022,  mohon 

dapat diparaf. 

Demikian, mohon menjadi periksa. 

 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 

 
 

Drs. E. A. DENI HERMAWAN., M. Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19671228 199312 1 001 
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NOTA DINAS 
 
Kepada : Yth. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten 

Dari  : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten 

Nomor : 188.44/           -Birhuk/2021 

Tanggal :  

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Penandatanganan Pengundangan Peraturan Gubernur 

 

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian 

dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten Nomor 188/891-Ekbang/2021 tanggal 31 Agustus 

2021 perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, bersama 

ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, mohon 

dapat ditandatangani. 

Demikian, mohon menjadi periksa. 

 
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 
 

 
Drs. E. A. DENI HERMAWAN., M. Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19671228 199312 1 001 
 

D:\MBA TUTI/2021/BIRO/EKBANG/PERGUB SHBJ TA 2022 

 

 

HUN 2018 NOMOR ..... 


